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BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 027 | e [2021

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG BERUPA PEMBANGUNAN MANDI CUCI KAKUS
KEPADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN SWASTA PADA SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

Menimbang :a. bahwa sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan pada
satuan pendidikan anak usia dini Kabupaten Kendal dan sesuai
Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal Nomor : 425/15994/Disdikbud tanggal 9
September 2021 perihal Mohon Asman Surat Keputusan tentang
Pemberian Hibah Barang Berupa Pembangunan Mandi Cuci
Kakus Kepada Penyelenggara Pendidikan Swasta Pada Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kendal Tahun Anggarah
2021, perlu memberikan hibah barang berupa Pembangunan
Mandi Cuci Kakus Ke'pada Penyelenggara Pendidikan. Swasta
pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2021 .

b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 2
huruf e angka 5) hﬁruf é) angka (1) huruf (b) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaén Keuangan Daerah dan pasal 11 ayat (1) Peraturan
Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja-Daerah
Kabupaten Kendal sebagaifnana telah diubah dehgan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata
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Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kendal, penerima Hibah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati,

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan hurufb, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pemberian Hibah Barang Berupa Pembangunan Mandi
Cuci Kakus Kepada Penyelenggara Pendidikan Swasta Pada
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2021;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi
Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 );

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6139);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan
15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
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10.

11.

12,

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah

7Y



15.

16.

Kabupaten Kendal Tahun 2016  Nomor 6 Seri E No. 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata

18.

Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 39 Seri E Nomor 34, Tambahan Berita
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 207) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor
17);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 74
Seri D Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Kendal Nomor 106 Tahun 2020 tentang Perubahan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA"

KETIGA

19.

Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2020 Nomor 106);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Memberikan Hibah Barang Berupa Pembangunan Mandi Cuci
Kakus Kepada Penyelenggara Pendidikan Swasta Pada Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2021 dengan nama penerima sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Penggunaan Hibah Barang sebagaimana dimaksud diktum
KESATU harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahun Anggaran 2021, Proposal Hibah yang diajukan kepada
Bupati Kendal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara
Pemerintah  Kabupaten  Kendal dengan  masing-masing
Penyelenggara Pendidikan Swasta pada Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini Kabupaten Kendal.

Penerima hibah barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU
wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati
Kendal melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kendal.
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KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ARA JAJiiViL A

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal | M™Movember &oal

SALINAN :KeputusaninidisampaikankepadaYth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Kendal;

3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
4. Pertinggal



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 087/ 35a /aoa|
TANGGAL : | Tovembper aoa(

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA PEMBANGUNAN MANDI CUCI
KAKUS KEPADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN SWASTA PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO. NAMA SEKOLAH KECAMATAN VOLUME | SATUAN | KETERANGAN

1. TK Melati Parakan Rowosari 1 Ruang Mandi Cuci
Kakus




